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Abstract 

This study aims to analyse and reformulate hardship clauses within the Indonesian 
business legal system as an effort to reconcile legal certainty and contractual justice. 
The main issue raised is the absence of explicit provisions regarding hardship in the 
Civil Code, which leads to the dominance of the principle of pacta sunt servanda and 
has the potential to cause injustice in situations involving fundamental changes in 
circumstances. This study employs a normative legal research method using 
legislative, conceptual, and comparative approaches, whilst drawing upon principles 
of international contract law such as the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts. The findings indicate that the concept of hardship in modern 
contract law functions as a corrective mechanism to maintain contractual balance 
through renegotiation and adaptation of the contract. From the perspective of Gustav 
Radbruch’s theory of the purpose of law, a reformulation of the hardship clause is 
necessary to integrate the values of legal certainty, justice, and utility in a 
proportionate manner. Such reformulation can be achieved through the normative 
recognition of hardship, the establishment of objective parameters for significant 
changes in circumstances, and the granting of authority to judges or arbitrators to 
adjust contracts as a last resort. Thus, the reformulation of hardship clauses not only 
strengthens the national contract law system but also enhances the law’s adaptability 
to the dynamics of the modern economy. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan model perdagangan internasional dan kompleksitas hubungan bisnis modern 
telah memunculkan berbagai tantangan baru dalam hal hubungan kontraktual, termasuk ketika 
terjadi perubahan mendasar dan/atau signifikan dalam keadaan setelah kontrak disepakati. Hal ini 
menjadi masalah sekaligus tantangan terkait bagaimana hukum kontrak dapat menangani situasi di 
mana pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan dan/atau tidak seimbang akibat peristiwa 
tak terduga seperti pandemi COVID-19 (Andrianti dkk., 2021). 

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perubahan keadaan yang 
memberatkan masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang lebih menekankan konsep force majeure daripada 
hardship. Hal ini menimbulkan masalah ketika para pihak menghadapi ketidakseimbangan 
kontraktual akibat perubahan ekonomi, politik, atau sosial yang signifikan, tetapi tidak dapat 
mengakhiri atau menyesuaikan kontrak karena tidak adanya kerangka hukum yang jelas (Amiri, 
2021). Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut sistem hukum umum yang sangat 
dipengaruhi oleh Hukum Kontrak Inggris dan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam 
menafsirkan doktrin frustrasi dan renegosiasi kontrak (Isradjuningtias, 2015). Perbedaan 
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paradigma hukum ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hak dan 
kepastian hukum bagi para pihak. 

Tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terkait penerapan hardship di kedua negara 
menunjukkan berbagai aspek. Pertama, di Malaysia, sebuah penelitian yang ditulis oleh Muhammad 
Nabil Afham pada tahun 2021 membahas bagaimana doktrin frustrasi di Malaysia, yang hanya 
membatalkan kontrak, tidak memadai untuk situasi di mana kinerja masih memungkinkan tetapi 
menjadi sangat memberatkan. Penulis mengusulkan bahwa konsep hardship dapat berfungsi 
sebagai pelengkap, dengan mengacu pada hukum Italia, Prancis, dan Jerman, serta sumber-sumber 
seperti PECL, Prinsip UNIDROIT, dan DCFR, dan menganalisis tantangan dalam mengintegrasikan 
konsep ini ke dalam hukum kontrak Malaysia (Bin M Fuad, 2020). Kedua, Tan Kheng Aik & Pardis 
Moslemzadeh Tehrani pada tahun 2023 dengan judul “Dampak COVID-19 terhadap Kewajiban 
Kontraktual di Malaysia”. Penelitian ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja 
kontrak di Malaysia, khususnya mengenai aktor hukum seperti Undang-Undang Tindakan 
Sementara untuk Mengurangi Dampak COVID-19 2020, klausul force majeure, dan doktrin frustrasi. 
Ditemukan bahwa kesulitan keuangan dapat menjadi dasar pembelaan atas wanprestasi, 
tergantung pada kata-kata dalam klausul kontrak, dan bahwa frustrasi masih memiliki ambang 
batas yang tinggi untuk diterapkan (Aik & Tehrani, 2023).  

Studi ketiga, yang ditulis oleh Azni, Pauzi & Ismail, berjudul “Doktrin Frustasi dan Klausul 
Keadaan Kahar: Penerapannya pada Kontrak Sewa-Beli selama Perintah Pengendalian Pergerakan 
di Malaysia” pada tahun 2021. Studi ini mengkaji implikasi klausul frustrasi dan keadaan kahar 
pada kontrak sewa-beli ketika Malaysia menerapkan MCO selama pandemi. Studi ini mencatat 
bahwa pengadilan Malaysia terus menerapkan doktrin frustrasi dengan hati-hati, 
mempertimbangkan klausul kontrak dan memastikan bahwa pemutusan kontrak didukung oleh 
dasar yang benar-benar kuat (Azni dkk., 2021). Tinjauan berikutnya dalam konteks Indonesia 
adalah artikel pertama oleh Farokhi & Sanusi berjudul “Penerapan Aturan Kesulitan berdasarkan 
Prinsip-Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Komersial Internasional di Indonesia” pada tahun 2021. 
Artikel normatif ini membandingkan kesulitan berdasarkan UPICC dengan konsep keadaan kahar 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa kesulitan 
memungkinkan adanya renegosiasi kontrak, sedangkan keadaan kahar hanya memberikan dasar 
untuk pemutusan atau penangguhan kinerja (Farokhi, 2022). Tinjauan akhir adalah artikel karya 
Dara Aulia Yuman dkk. berjudul "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Keadaan Kahar dan 
Kesulitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps". Artikel ini 
mengkaji putusan pengadilan hubungan industrial yang menyatakan COVID-19 sebagai keadaan 
kahar, tetapi pengadilan menekankan pentingnya negosiasi antara para pihak karena pelaksanaan 
kontrak bukan tidak mungkin, melainkan sangat menegangkan (Yuman dkk., 2024). 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan 
model penyelesaian kontrak di Indonesia dan Malaysia dalam mengatur dan menerapkan klausula 
kesulitan dalam hukum kontrak, dengan mempertimbangkan perkembangan praktik bisnis 
internasional. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan 
perlindungan kepada para pihak yang terikat kontrak ketika terjadi keadaan yang tidak terduga, 
serta mengkaji relevansi UPICC sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang mulai 
diadopsi secara luas dalam penyelesaian sengketa kontrak lintas batas. Selain itu, penelitian ini 
akan membahas tentang reformulasi klausula kesulitan sebagai penyelesaian kontrak, khususnya 
dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, analisis di dalam penelitian ini diharapkan 
dapat mengungkap kekuatan, kelemahan, dan potensi harmonisasi hukum kontrak di kawasan 
ASEAN. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode hukum 
perbandingan untuk menganalisis model penerapan klausula kesulitan dalam sistem hukum 
kontrak di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini 
berfokus pada kajian norma hukum positif, meliputi perundang-undangan, doktrin, dan praktik 
penerapan klausula kesulitan dalam penyelesaian sengketa kontrak. Metode hukum perbandingan 
digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam pengaturan, penafsiran, dan praktik 
penerapan klausula kesulitan di kedua negara, serta untuk menilai relevansi penerapan model 
hukum Malaysia bagi reformasi sistem hukum kontrak di Indonesia. 
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Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, dan peraturan terkait kontrak komersial; sedangkan untuk Malaysia, penelitian ini 
menggunakan referensi Undang-Undang Kontrak 1950, Undang-Undang Hukum Perdata 1956, dan 
praktik yurisprudensi yang mengatur klausul kesulitan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur 
akademis, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, sedangkan bahan hukum tersier meliputi 
kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang 
konsep dan praktik penerapan klausul kesulitan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif, mengkaji norma hukum secara sistematis dan kemudian membandingkan penerapannya 
antara Indonesia dan Malaysia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komparasi Klausul Kesulitan dalam Hukum Kontrak Indonesia dan Malaysia 

Konsep klausula kesulitan dalam hukum kontrak berperan penting dalam menjaga 
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar dan 
tak terduga setelah kontrak ditandatangani (Reni Ayu Anggriani dkk., 2024; Saputra, 2020). 
Umumnya, klausula kesulitan bertujuan untuk menyediakan mekanisme renegosiasi atau 
penyesuaian kontrak jika terjadi suatu peristiwa yang mengganggu keseimbangan kontraktual, 
tanpa harus langsung mengakhiri perjanjian  (Januarita & Sumiyati, 2021). Dalam konteks ini, 
Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar dalam kerangka hukum yang mengatur 
klausula kesulitan, baik dari perspektif doktrinal, regulasi, maupun praktik peradilan (Savanets & 
Poperechna, 2022). 

Di Indonesia, pengaturan klausula hardship tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas yang mendekati konsep ini hanya dapat 
ditemukan melalui doktrin rebus sic stantibus dan asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 
1338 KUHPerdata (Badrulzaman, 2023). Namun, keberadaannya masih kontroversial karena hakim 
cenderung mengandalkan asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa kontrak harus 
dihormati sebagaimana disepakati (Situmorang, 2021). Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia 
lebih  masih berpaku pada konstruksi hukum tertulis dan belum mengakomodasi secara substansi 
kontrak, kecuali dalam keadaan yang benar-benar ekstrem, misalnya melalui penerapan asas 
keadilan dan kewajaran (equity) (Asnawi, 2018). Hal ini berbeda dengan model hukum kontrak 
modern yang dianut dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), 
yang secara eksplisit mengatur mekanisme hardship dalam Pasal 6.2.2 dan 6.2.3. Namun, 
penerapannya di Indonesia masih terbatas sebagai soft law . (UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts art. 6.2.1–6.2.3., 2016). Akan tetapi, pada perkembangannya, prinsip UPICC 
telah diakomodasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2008 tentang 
Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta 
Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) . 

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut model hukum kontrak berdasarkan Undang-
Undang Kontrak 1950 atau contract act 1950. Meskipun tidak secara eksplisit mengakui istilah 
klausul kesulitan, Malaysia justru bersifat lebih rigid melalui prinsip frustrasi kontrak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 57 bagian 2 menyatakan “menyatakan bahwa kontrak menjadi batal jika 
pelaksanaan menjadi tidak mungkin atau ilegal setelah kontrak dibuat.” Pasal tersebut secara 
interpretatif menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak menjadi mustahil setelah kontrak dibuat 
dan/atau terjadi perubahan keadaan di luar kendali para pihak yang menyebabkan kontrak 
menjadi ilegal. Konsep tersebut dikenal sebagai doctrine of frustration, yang membebaskan para 
pihak dari kewajiban melaksanakan kontrak apabila pelaksanaannya menjadi mustahil atau sangat 
berbeda dari yang diperjanjikan. Maka secara pelaksanaan cenderung lebih kaku dikarenakan tidak 
mengenal renegosiasi 

Doktrin tersebut memungkinkan pembatalan atau penyesuaian kontrak jika terjadi suatu 
peristiwa di luar kendali para pihak, yang menyebabkan kinerja menjadi tidak mungkin atau secara 
substansial berbeda dari apa yang disepakati (Contracts Act 1950 (Malaysia), 1950) Undang-
Undang Kontrak 1950 (Malaysia), pasal 57. Lebih lanjut, praktik peradilan Malaysia menunjukkan 
penerapan yang lebih eksklusif dalam mengadopsi prinsip-prinsip kontrak internasional, termasuk 
UPICC, sebagai referensi interpretatif. Oleh karena itu, sistem hukum Malaysia cenderung lebih  
kaku dalam melindungi pihak-pihak yang terkena dampak peristiwa kesulitan, khususnya dalam 
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kontrak komersial lintas batas (Mohammed & Ahmad, 2024). Apabila dalam pelaksanaan kontrak 
menjadi tidak mungkin atau ilegal karena suatu peristiwa di luar kendali para pihak, maka kontrak 
dianggap batal (void). Namun, jika pelaksanaan hanya menjadi lebih sulit, mahal, atau 
memberatkan tetapi masih mungkin dilakukan, hukum Malaysia tidak secara otomatis memberikan 
hak untuk renegosiasi, akan tetapi perlu diatur melalui perjanjian secara eksplisit (Padil dkk., 
2020). 

Tabel Perbandingan Penerapan Klausul Hardship di Negara Indonesia dan Malaysia 
Nomor  

Aspek 
Negara 

Indonesia Malaysia 

1 Dasar Hukum / 
Pengakuan 

1. Tidak ada 
pengaturan khusus 
mengenai hardship dalam 
KUHPerdata. Penerapannya 
sering disamakan dengan 
force majeure relatif 
(overmacht) 
2. Dilandasi Prinsip 
keadilan, kebebasan 
berkontrak, dan itikad baik. 

1. Tidak ada 
pengakuan hukum formal 
untuk hardship secara 
mandiri. 
2. Doktrin hardship 
dianggap sebagai pelengkap 
dari doktrin frustration. 

2 Definisi Hardship dianggap sebagai 
relatif force majeure yaitu 
kondisi sulit atau mahal 
untuk dipenuhi, tetapi tidak 
sepenuhnya menghilangkan 
kewajiban kontraktual. 

Hardship dimaknai sebagai 
perubahan signifikan dalam 
keseimbangan kontrak 
sehingga pelaksanaan 
menjadi lebih berat secara 
substansial, meskipun 
masih memungkinkan. 

3 Akibat Hukum / 
Mekanisme 

Fokus pada renegosiasi. 
Dalam praktik, hardship 
sering diperlakukan sebagai 
force majeure relatif dalam 
persidangan. 

Penerapan sangat 
tergantung pada klausul 
kontrak atau prinsip-
prinsip umum seperti 
dalam frustration. 

4 Status dalam 
Praktik Peradilan 

Beberapa putusan 
pengadilan (Putusan MA No. 
20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN 
Dps) menerima bahwa 
kesulitan ekonomi (seperti 
COVID-19) bisa dianggap 
force majeure 
relatif/hardship jika 
menghalangi pelaksanaan 
kontrak (Yuman dkk., 2024). 

Karena prinsip hardship 
tidak dikodifikasi, 
keberhasilannya 
tergantung pada klausul 
kontrak dan interpretasi 
hukum umum.  

 

Sumber: Agus Yudha, 2006 & Muhammad Nabil Afha, 2021. 

 Interpretasi menggunakan studi perbandingan kedua negara menunjukkan perbedaan 
mendasar, baik dalam aspek regulasi maupun praktik yurisprudensi. Indonesia cenderung implisit 
berpegang teguh pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam perkembangan 
praktik kontrak internasional, penerapan klausul hardship di Indonesia juga mulai dipengaruhi 
oleh doktrin "rebus sic stantibus" dan prinsip itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) 
KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, 
sehingga memungkinkan adanya renegosiasi kontrak ketika salah satu pihak menghadapi beban 
yang tidak proporsional. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Perpu No. 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Perpu 
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 2023), menegaskan bahwa pelaksanaan  kontrak didasarkan 
pada asas-asas tertentu, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, kebersamaan, keberlanjutan, 
efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks klausul hardship, pasal  tersebut memberikan ruang untuk 
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menyesuaikan kontrak bisnis dengan perkembangan ekonomi dan kondisi yang tidak terduga, 
karena UU Cipta Kerja mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi dalam dunia usaha. Artinya, 
meskipun KUH Perdata Indonesia tidak secara eksplisit mengenal konsep hardship clause, Pasal 2 
ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 dapat dijadikan dasar interpretasi hukum bahwa perjanjian dapat 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan. 
Hal  tersebut sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang mendorong iklim investasi dan kegiatan 
usaha yang adaptif, sehingga memungkinkan adanya renegosiasi kontrak atau penyusunan ulang 
klausul kontraktual ketika terjadi ketidakseimbangan kewajiban akibat keadaan di luar kendali 
para pihak. 

Dalam konteks hukum kontrak, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda 
terhadap klausul hardship, yaitu kondisi di mana pelaksanaan kontrak menjadi sangat 
memberatkan salah satu pihak akibat perubahan keadaan yang signifikan dan tidak terduga. 
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dasar hukum, konsep doktrinal, serta peluang renegosiasi 
kontrak. Di Indonesia, sistem hukum kontrak masih berlandaskan KUH Perdata, khususnya Pasal 
1244, 1245, dan 1338 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 
t.t.). KUH Perdata pada dasarnya menganut asas pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian 
mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Namun, perkembangan hukum kontemporer 
melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja memberikan ruang yang lebih 
fleksibel. Pasal 2 ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan asas penyelenggaraan cipta kerja, yang 
meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip ini membuka peluang adaptasi 
terhadap situasi-situasi luar biasa, termasuk pengaturan hardship clause dalam kontrak modern, 
yang memungkinkan renegosiasi bila terjadi perubahan keadaan signifikan yang memengaruhi 
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Burkhart & Bode, 2025; Faiqa Syifa Irawan, 2025). 
Dengan demikian, praktik kontrak di Indonesia semakin mengarah pada penerimaan konsep rebus 
sic stantibus, yaitu doktrin yang memungkinkan penyesuaian kontrak ketika keadaan berubah 
drastis, meskipun hal ini belum diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata (Agus Yudha Hernoko, 
2006). 

Sementara itu, di Malaysia, pengaturan mengenai hardship tidak diatur secara eksplisit 
dalam undang-undang, melainkan diakomodasi melalui Contracts Act 1950, khususnya Section 57, 
yang mengatur doctrine of frustration (Peari & Golestani, 2022) (Shariff, 2005). Doktrin  tersebut 
menyatakan bahwa suatu kontrak menjadi void apabila pelaksanaannya menjadi mustahil akibat 
kejadian yang di luar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penerapan 
doktrin ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan Malaysia, misalnya Pacific Forest 
Industries Sdn Bhd v. Lin Wen-Chih [2009], yang menegaskan bahwa ketika terjadi frustrasi, 
kontrak dianggap berakhir secara otomatis tanpa perlu renegosiasi  (“Malaysia – Relying On The 
Doctrine Of Frustration During A Pandemic.,” t.t.). Dengan demikian, terdapat perbedaan aspek 
dengan perkembangan sistem hukum kontrak di Indonesia, dimana sistem hukum Malaysia tidak 
menyediakan ruang bagi renegosiasi kontrak dalam konteks hardship. Setelah frustrasi dinyatakan, 
kewajiban para pihak berakhir, dan setiap kerugian yang timbul akan ditangani sesuai dengan 
prinsip restitusi berdasarkan Contracts Act (Rohagi, 2018) . 

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada fleksibilitas sistem hukumnya. 
Indonesia, melalui UU Cipta Kerja, mulai membuka ruang interpretasi yang memungkinkan 
renegosiasi kontrak dalam situasi hardship untuk menjaga keberlanjutan hubungan hukum dan 
kepastian usaha (Faiqa Syifa Irawan, 2025). Sebaliknya, Malaysia cenderung mempertahankan 
pendekatan klasik common law, di mana doktrin frustrasi hanya memberikan dua opsi yaitu 
melanjutkan kontrak sesuai perjanjian awal dan/atau mengakhiri kontrak secara otomatis jika 
kondisi pelaksanaannya tidak lagi memungkinkan (Guo, 2024). Dengan demikian, analisis 
komparatif ini menekankan pentingnya merumuskan kembali hukum kontrak Indonesia agar lebih 
adaptif terhadap praktik internasional sekaligus memberikan kepastian hukum yang memadai bagi 
para pihak. Penerapan model klausul kesulitan yang lebih eksplisit dapat menjadi instrumen 
penting untuk meminimalkan sengketa kontrak, mendorong efisiensi transaksi bisnis, dan 
memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global (Soenandar, 2006).  

Temuan  di atas juga memberikan peluang bagi para pembuat kebijakan untuk 
mempertimbangkan pengintegrasian prinsip-prinsip UPICC ke dalam peraturan kontrak nasional, 
sebagaimana yang telah dilakukan secara lebih progresif di Malaysia. Bagi Indonesia, langkah-
langkah diperlukan untuk mereformasi hukum kontrak dengan mengatur klausula kesulitan secara 
eksplisit. Harmonisasi dengan UPICC dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepastian 
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hukum, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan 
internasional, khususnya di kawasan ASEAN. 
Analisis Komparatif Klausul Kesulitan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Malaysia 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan dan praktik klausul hardship dalam hukum 
kontrak Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa kedua negara memiliki 
pendekatan yang berbeda namun sama-sama belum optimal dalam merespons perubahan keadaan 
yang signifikan dalam kontrak. Indonesia tidak memiliki pengaturan eksplisit mengenai hardship, 
sehingga penyelesaiannya bergantung pada asas itikad baik, doktrin rebus sic stantibus, serta 
interpretasi hakim dalam praktik peradilan (Adhi dkk., 2025). Hal ini menyebabkan fleksibilitas 
dalam penerapan, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Sebaliknya, Malaysia melalui Contracts Act 1950 mengandalkan doktrin frustration of 
contract yang memberikan kepastian hukum, tetapi bersifat rigid karena tidak menyediakan 
mekanisme renegosiasi ketika pelaksanaan kontrak masih memungkinkan meskipun 
memberatkan. Temuan tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan, yaitu fleksibilitas 
tanpa kepastian (Indonesia) dan kepastian tanpa fleksibilitas (Malaysia).  Melalui pertimbangan 
variabel dasar tersebut maka analisis komparatif yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan 
bahwa perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia terletak pada konstruksi sistem 
hukumnya. Indonesia sebagai negara dengan tradisi civil law memungkinkan interpretasi hukum 
yang lebih dinamis melalui asas itikad baik dan prinsip keadilan kontraktual (Armansyah & 
Yulianingsih, 2023; Dawwas & Dodeen, 2025). Hal ini tercermin dalam kecenderungan untuk 
membuka ruang renegosiasi, meskipun belum diatur secara eksplisit . 

Sebaliknya, Malaysia yang dipengaruhi oleh tradisi common law menempatkan doktrin 
frustration sebagai mekanisme utama dalam merespons perubahan keadaan. Pendekatan ini 
menekankan kepastian hukum, namun kurang adaptif terhadap kebutuhan praktik bisnis modern 
yang membutuhkan fleksibilitas dalam menjaga keberlanjutan kontrak (Domingos dkk., 2025). 
Dengan demikian, meskipun analisis sebelumnya telah menunjukkan perbedaan normatif, 
penguatan berdasarkan aspek komparasi tersebut menegaskan bahwa perbedaan variabel dasar 
merujuk pada perbedaan filosofi sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Dalam 
perspektif teori hukum kontrak, konsep hardship berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan 
keseimbangan dalam hubungan kontraktual (Ciongaru, 2014). Pendekatan secara lebih adaptif dan 
kontekstual di dalam sistem hukum bisnis Indonesia masih membuka ruang renegosiasi lebih 
sejalan dengan keadilan substantif, karena mempertimbangkan perubahan keadaan yang 
memengaruhi keseimbangan para pihak. 

Sementara itu, pendekatan Malaysia yang berbasis doktrin frustration lebih mencerminkan 
keadilan formal, di mana kontrak dinilai berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan awal tanpa 
mempertimbangkan perubahan kondisi secara proporsional (Cahayani, 2024). Dari sudut pandang 
efisiensi ekonomi, mekanisme renegosiasi dalam hardship memungkinkan para pihak untuk 
mempertahankan kontrak dan meminimalkan kerugian, dibandingkan dengan pembatalan kontrak 
secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan yang mengakomodasi renegosiasi dinilai lebih efisien 
dalam konteks transaksi bisnis modern. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Farokhi dan Sanusi (2022) yang menekankan bahwa 
prinsip hardship dalam UNIDROIT memberikan ruang renegosiasi yang tidak ditemukan dalam 
konsep force majeure dalam hukum Indonesia. Selain itu, temuan ini juga menguatkan pandangan 
Afham (2021) yang menyatakan bahwa doktrin frustration di Malaysia memiliki keterbatasan 
dalam menangani situasi hardship. Namun, penelitian ini berbeda dengan Tan Kheng Aik dan 
Tehrani (2023) yang menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu di Malaysia, kesulitan ekonomi 
masih dapat dipertimbangkan sebagai dasar pembelaan, meskipun tidak secara eksplisit diatur 
sebagai hardship. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum dan praktik 
di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, 
tetapi juga memperluas analisis dengan pendekatan komparatif yang lebih sistematis antara dua 
sistem hukum yang berbeda.  

 
Reformulasi Klausul Kesulitan dalam Sistem Hukum Bisnis di Indonesia 

Berdasarkan analisis komparatif dan teoretis, penelitian ini mengusulkan model reformulasi 
klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia yang lebih adaptif dan berkeadilan. Model yang 
diusulkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: 
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(1). kewajiban renegosiasi sebagai langkah awal ketika terjadi perubahan keadaan yang 
signifikan; 

(2). penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase 
apabila renegosiasi tidak berhasil; dan 

(3). kewenangan hakim untuk melakukan penyesuaian atau pengakhiran kontrak secara 
proporsional sebagai upaya terakhir. 

Model ini mengacu pada praktik internasional, khususnya UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts (UPICC) (Long, 2025), namun disesuaikan dengan karakteristik 
sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi 
reformasi hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global (Ditrih 
& Marković, 2018; Nwafor & Lloyd, 2019). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengaturan hardship dalam hukum kontrak memerlukan keseimbangan antara kepastian 
hukum dan fleksibilitas. Indonesia dan Malaysia merepresentasikan dua pendekatan yang berbeda, 
yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan (Amalia dkk., 2018; Ataide, 2023; 
Kessedjian, 2005). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan secara hibrid yaitu dengan 
mengintegrasikan kepastian hukum dengan fleksibilitas, sehingga mampu memberikan 

perlindungan yang lebih optimal bagi para pihak dalam menghadapi perubahan keadaan yang 
tidak terduga dalam hubungan kontraktual, sebagai contoh nyata adalah pandemi covid-19 yang 
berdampak luas terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual (Khoiri Harahap, 2022) & (Amalia 
dkk., 2018). 

Reformulasi klausul hardship dalam sistem hukum bisnis di Indonesia pada hakikatnya 
harus ditempatkan dalam kerangka tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav 
Radbruch, yang menekankan tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan (Editors, 2025). Selama ini, pengaturan hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata cenderung lebih mengedepankan kepastian hukum melalui asas pacta sunt 
servanda, sehingga kontrak dipandang sebagai norma yang mengikat secara mutlak tanpa 
mempertimbangkan dinamika perubahan keadaan (Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015) & 
(Fahmi dkk., 2023). Namun, dalam praktik hubungan bisnis modern yang sarat dengan 
ketidakpastian, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan aspek keadilan, terutama ketika 
terjadi perubahan keadaan yang mendasar yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi para 
pihak (Junaidi dkk., 2022). 

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian 
tanpa keadilan berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, reformulasi klausul 
hardship menjadi penting sebagai instrumen untuk menjembatani ketegangan antara kepastian 
hukum, keadilan, serta kemanfaatan kontraktual (Bix, 2011; Leawoods, 2000). Melalui pengakuan 
terhadap mekanisme renegosiasi dan penyesuaian kontrak, sebagaimana tercermin dalam 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Skd & Sanusi, 2022), sistem hukum 
kontrak dapat bergerak ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan (MacLeod, 
2007). Dengan demikian, keberadaan klausul hardship tidak dimaksudkan untuk menegasikan 
kepastian hukum, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi keadilan dan kemanfaatan, 
sehingga tercipta keseimbangan antara stabilitas hubungan kontraktual dan perlindungan 
terhadap pihak yang dirugikan akibat perubahan keadaan yang tidak terduga. 

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek 
utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan klausul hardship antara 
Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mengkonstruksikan ulang posisi hardship dalam sistem hukum 
kontrak Indonesia yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Kedua, penelitian ini mengembangkan analisis komparatif yang mengintegrasikan 
dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu civil law di Indonesia dan common law di Malaysia, dalam 
konteks perubahan keadaan kontraktual. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman baru mengenai 
bagaimana fleksibilitas dan kepastian hukum berinteraksi dalam merespons kondisi hardship. 
Ketiga, penelitian ini menawarkan model reformulasi normatif klausul hardship yang berbasis pada 
mekanisme bertahap, yaitu renegosiasi, penyelesaian sengketa alternatif, dan intervensi hakim. 
Model ini merupakan sintesis dari praktik hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip 
UNIDROIT, yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Keempat, 
penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum profetik sebagai landasan filosofis dalam 
merumuskan prinsip keadilan kontraktual, yang belum banyak dikaji dalam penelitian hukum 
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kontrak sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang 
memperluas pendekatan dalam studi hukum kontrak modern. 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga dimensi utama, yaitu teoretis, praktis, dan 
kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kontrak dengan 
mengembangkan konsep hardship sebagai bagian dari dinamika hukum kontrak modern yang tidak 
hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan para pihak. 
Selain itu, penelitian ini juga menjembatani perbedaan pendekatan antara sistem civil law dan 
common law dalam memahami perubahan keadaan dalam kontrak. Secara praktis, hasil penelitian 
ini dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum, pelaku usaha, dan penyusun kontrak dalam 
merancang klausul hardship yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan 
politik. Dengan adanya model renegosiasi yang sistematis, potensi sengketa kontrak dapat 
diminimalisir. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-
undang untuk mempertimbangkan pengaturan klausul hardship secara eksplisit dalam reformasi 
hukum kontrak di Indonesia. Harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional 
diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian 
ini menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum mengakomodasi analisis empiris terhadap 
praktik penerapan klausul hardship secara luas di pengadilan maupun dalam praktik bisnis. Kedua, 
cakupan penelitian ini terbatas pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga belum 
mencerminkan perkembangan hukum kontrak di negara lain, khususnya dalam konteks regional 
ASEAN atau sistem hukum internasional secara lebih luas. Ketiga, penelitian ini belum secara 
spesifik mengkaji penerapan klausul hardship dalam sektor-sektor tertentu, seperti kontrak 
investasi, energi, atau infrastruktur, yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk 
mengembangkan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan empiris, khususnya dengan 
menganalisis putusan pengadilan dan praktik kontrak dalam berbagai sektor industri. Selain itu, 
penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan komparasi ke negara-negara lain di kawasan 
ASEAN atau sistem hukum internasional untuk memperoleh model pengaturan hardship yang lebih 
komprehensif. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian selanjutnya dapat mengkaji integrasi 
antara konsep hardship dengan hukum investasi dan penyelesaian sengketa internasional, 
mengingat meningkatnya kompleksitas kontrak dalam kegiatan ekonomi global. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi komparasi antara Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa 
pengaturan mengenai hardship dan penyesuaian kontrak akibat perubahan keadaan yang tidak 
terduga masih menunjukkan perbedaan mendasar. Di Indonesia, konsep hardship belum diatur 
secara eksplisit dalam KUHPerdata, asas rebus sic stantibus dan prinsip UPICC diratifkasi ke dalam 
Perpres No. 59 Tahun 2008, akan tetapi hal tersebut masih belum secara maksimal memberikan 
legitimasi hardship di ranah kontraktual. Namun, dalam perkembangan regulasi terbaru melalui 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah 
membuka ruang baru dalam praktik kontraktual. Pasal tersebut menegaskan asas kemudahan 
berusaha dan fleksibilitas perjanjian, sehingga secara implisit memberi peluang bagi pengakuan 
klausul renegosiasi kontrak atau hardship clause untuk menjaga keberlanjutan hubungan 
kontraktual di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif. Sementara itu, Malaysia telah mengatur 
secara jelas melalui Section 57(2) Contracts Act 1950 yang mengadopsi prinsip doctrine of 
frustration. Doktrin ini memberikan hak kepada para pihak untuk mengakhiri kontrak ketika 
pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil akibat peristiwa yang berada di luar kendali mereka. 
Namun, berbeda dengan Indonesia yang cenderung lebih adaptif terhadap kemungkinan 
renegosiasi melalui perkembangan asas dalam UU Cipta Kerja, Malaysia justru menutup ruang 
renegosiasi. dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hardship dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan sistem hukum kontrak di Indonesia 
cenderung bersifat rigid dan berorientasi pada kepastian hukum semata melalui asas pacta sunt 
servanda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam 
hubungan kontraktual ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Oleh karena itu, 
diperlukan reformulasi klausul hardship sebagai instrumen hukum yang mampu mengakomodasi 
dinamika tersebut. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, reformulasi klausul 



 

 

416 
 

hardship merupakan upaya untuk menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan dalam hukum kontrak. Implementasi klausul ini memungkinkan dilakukannya 
renegosiasi sebagai langkah utama untuk memulihkan keseimbangan para pihak, serta 
memberikan ruang bagi hakim atau arbiter untuk melakukan adaptasi kontrak apabila renegosiasi 
gagal. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts, sistem hukum kontrak Indonesia dapat bertransformasi dari paradigma statis menuju 
paradigma dinamis yang lebih responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, reformulasi 
klausul hardship menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan kontraktual tanpa 
mengabaikan kepastian hukum dalam praktik bisnis modern.. 
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